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Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan
Tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi
Penyelenggaraan IG Nasional

Latar Belakang

Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
Penyelenggaraan Informasi Geospasial mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan
Informasi Geospasial (IG). Rencana Induk Penyelenggaraan |G berisi kebijakan IG nasional
yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional. Selain
rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, terdapat penyelenggaraan IG di luar rencana aksi
penyelenggaraan |G nasional yang ketentuannya belum diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Beberapa materi/substansi yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan |G harus dijabarkan dengan peraturan operasionalnya baik melalui
rancangan peraturan kepala badan maupun keputusan kepala badan.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demi menjaga kedaulatan negara,
pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, serta perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, pengambil keputusan membutuhkan
rangkaian informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan
dalam bentuk Informasi Geospasial (IG). |G dapat diselenggarakan oleh beberapa pihak
(Instansi  Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang) sehingga agar
penyelenggaraannya tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin
keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai
penyelenggaraan IG.

Tujuan

Tujuan PKM ini adalah untuk memberikan masukan kepada Badan Informasi Geospasial
(BIG) terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan
Penyelenggaraan |G di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan |G Nasional.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Hari/Tanggal : Senin-Rabu/26-28 April 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai.
Tempat : Ruang Rapat BIGLAND Hotel Bogor

JI. Malabar No. 1B, Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor

Agenda : 1) Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan
tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi
2) Penyelenggaraan IG Nasional.
3) Pembahasan Pedoman Kompilasi dan Integrasi IGT;
4) Pembahasan SK Walidata IGT pada Kementerian/Lembaga;
5) Pembahasan SK Kelompok Kerja IGT.

Pemimpin Rapat : Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG
Luaran yang Dicapai

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di
Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan |G Nasional.



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(B 1G)

JI. Raya Jakarta — Bogor KM 46 Cibinong,16911

BADAN INFORMASI Telepon (021) 875 2062-2063, Faksimile (021) 875 2064 PO. Box. 46 CBI
GEOSPASIAL Website: http://www.big.go.id
Nomor . B-23.3/DIGT-BIG/IGT.01.04/4/2021 23 April 2021
Sifat . Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal . Undangan Rapat

Yth. Para Undangan sebagaimana daftar terlampir
Di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, maka kami
mengundang Saudara/i dalam acara pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal . Senin — Rabu / 26 — 28 April 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat . Ruang Rapat BIGLAND Hotel Bogor
JI. Malabar No. 1B, Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor
Agenda . e Finalisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG;

¢ Pembahasan Pedoman Kompilasi dan Integrasi IGT;
e Pembahasan SK Walidata IGT pada Kementerian/Lembaga;
e Pembahasan SK Kelompok Kerja IGT.

Pemimpin Rapat : Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik

Mengingat kondisi pandemi Covid-19, maka pertemuan dilaksanakan dengan menerapkan
protokol pencegahan yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Untuk
informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat menghubungi Sdr. Tandang Yuliadi Dwi Putra
(Hp. 081296044552).
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Deputi Bidang
Informasi Geospasial Tematik
(ditandatangani secara elektonik)
Antonius Bambang Wijanarto
Tembusan:

1. Kepala Badan Informasi Geospasial
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




Lampiran 1. Undangan Rapat
Nomor : B-23.3/DIGT-BIG/IGT.01.04/4/2021
Tanggal : 23 April 2021

DAFTAR UNDANGAN

NARASUMBER - INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL (ITENAS)

Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP);
Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T., FTSP;

Ir. Sumarno, M.T., FTSP;

Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T., FTSP;

Bella Fernanda, S.PWK., FTSP.

RN~

ADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT)
Yusuf Wibisono, Koordinator Penyelenggaraan IGT Strategis, PPIT
Sri Hartini, Koordinator Pembinaan Penyelenggaraan IGT, PPIT
Ferrari Pinem, Koordinator Integrasi Geospasial Tematik Bidang Kebencanaan, PPIT
Arif Aprianto, Balai Diklat Geospasial

Suseno Wangsit Wijaya

Didik Mardiyanto

Tandang Yuliadi Dwi Putra

Djoko Purnomo

10. Fandy Tri Admajaya

11. Dwi Maryanto

12. Anggoro Cahyo Fitrianto

13. Nita Maulia

14. Fitri Nurcahyani

15. Yoniar Hufan Ramadhani

16. Ali Ammarullah

17. M. Sufwandika Wijaya

18. Rizqi Setyo Pambudi

19. Febrian Maritimo

20. Adriansyah

21. Dinni Sanni Hafidzah

22. Elgodwistra Kartikoputro

23. Saidah Istigomah

24. Rahmat Nugroho Proboncono

25. Puspa Kusumawardani

26. Jessica Nathania

27. Dosmaya Adriani

28. Afi Muawanah

29. Gina Chairunnisa

30. Annis Linawati

©CoNoarwN~D

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



RAPAT PEMBAHASAN AMANAT PERPRES 23/2021 TENTANG PELAKSANAAN KSP

Lampiran 2. Undangan Rapat

Nomor
Tanggal

B-23.3/DIGT-BIG/IGT.01.04/4/2021
23 April 2021

SUSUNAN ACARA

BOGOR, 26 — 27 APRIL 2021

Waktu (WIB) Kegiatan PIC
Senin, 26 April 2021
08.30—09.00 | Registrasi Panitia
09.00 - 09.15 | Pembukaan Kepala Pusat Pemetaan dan
Integrasi Tematik, BIG
09.15-09.30 | Arahan dan Kebijakan Pelaksanaan | Deputi Bidang Informasi
KSP di BIG Geospasial Tematik, BIG
09.30 — 12.00 | Pembahasan Finalisasi Naskah Narasumber :
Akademik Rancangan Peraturan - Dr. Soni Darmawan, S.T.,
Badan tentang Pengusulan MT.
Penyelenggaraan |G di Luar Rencana | ~ :Dr.SHenrl K””'\jo_lfo’ S.T., M.T.
. : - Ir. Sumarno, M.T.
Aksi Penyelenggaraan |G Nasional - Hendang Setyo Rukmi, S.T.,
M.T.
- Bella Fernanda, S.PWK
12.00 — 13.00 | Istirahat Sholat
13.00 — 14.30 | Pembahasan Pedoman Kompilasi dan | Moderator:
Integrasi IGT Yusuf Wibisono
14.30 - 17.30 | Diskusi
17.30-19.00 | ISHOMA
19.00 - 21.00 | Lanjutan Pembahasan Pedoman Moderator:
Kompilasi dan Integrasi IGT Tandang Yuliadi Dwi Putra

Selasa, 27 April 2021

09.00 - 12.00 | Pembahasan SK Walidata IGT pada Moderator:
Kementerian/Lembaga Sri Hartini

12.00 — 13.00 | Istirahat Sholat

13.00 — 15.30 | Pembahasan SK Kelompok Kerja IGT

15.30 — 16.00 | Istirahat Sholat

16.00 — 17.30 | Lanjutan Pembahasan SK Kelompok
Kerja IGT

17.30 - 19.00 | ISHOMA

19.00 — 20.45 | Rekap Hasil Pembahasan

20.45-21.00 | Penutupan Kepala Pusat Pemetaan dan

Integrasi Tematik, BIG

Rabu, 28 April 2021

08.00

| Check-Out

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




O
Pembahasan Kerangka Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Kepala Badan tentang
Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar
Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

TmTA:

Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.
Ir. Sumarno, M.T.
Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.
Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T. O
26 April 2021 Bella Fernanda, S.P.W.



1. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud Tujuan Sasaran

Menindaklanjuti penyusunan Penyusunan rancangan peraturan Tersedianya Naskah Rancangan
rancangan peraturan yang sifatnya badan tentang Pengusulan Peraturan Badan tentang
lebih operasional sebagai amanah Penyelenggaraan |G di luar rencana Pengusulan Penyelenggaraan
penjabaran PP No. 45 Tahun 2021 aksi. |G di Luar Rencana Aksi, sebanyak

tentang penyelenggaraan IG 1 (satu) Dokumen.

terutama yang terkait dengan

Penyelenggaraan Informasi

Geospasial Tematik (IGT).




N. w.—‘.—.m“:.@. Mekanisme atau prosedur

2 pengusulan penyelenggaraan

H.MHHQWH—.G IG di luar rencana aksi;

Kriteria penyelenggaraan IG
yang dapat diusulkan melalui 1
mekanisme di luar rencana aksi

Penetapan persetujuan pengusulan
penyelenggaraan IG di luar rencana
aksi;

3

Pendanaan/Pembiayaan
Penyelenggaraan IG yang diusulkan
melalui mekanisme di luar rencana
aksi




3. Metode Pelaksanaan:

Brainstorming
Tim Perumus

Penyusunan
Naskah

Akademik

Penyusunan
Draft Awal

FGD
Stakeholder

Penyusunan
Draft Akhir

Harmonisasi

Penetapan
RaPerBIG




4. Waktu Pelaksanaan: .

.
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PENCAPAIAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL

Tujuan Pembangunan

EE Indonesia Emas

Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Jangka Menengah
Daerah Nasional

5. Pendekatan:

Alur
R (e Rencana Aksi IG di Luar Rencana Aksi
Penyelenggaraan IG wmonaitc [ TS S
Nasional

Rencana Induk
Penyelenggaraan IG

_ INFORMASI GEOSPASIAL
— T T

Kriteria:

1. Urgensi
2. Dampak yang ditimbulkan

MENGUSULKAN

Badan Informasi
—_—— e — Geospasial
((:19)]

DISELENGGARAKAN OLEH

— —— ——

Kementerian/ Pemerintah
Lembaga Daerah

Setiap Orang

_ _ MENGUSULKAN



6. Hasil Kegiatan :

1. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Tentang
Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan
Informasi Geospasial Nasional

2. Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Pengusulan
Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi

Geospasial Nasional



Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial

Tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial

di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional



Materi

— 01 02

Pendahuluan Landasan Filosofis,
Sosiologis, dan
Yuridis

03 —

Jangkauan, Arah Pengaturan, dan
Ruang Lingkup Materi




Latar Belakang

= Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

= Penyelenggaraan Informasi Geospasial mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial
(1G).

= Rencana Induk Penyelenggaraan IG berisi kebijakan IG nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan
rencana aksi penyelenggaraan |G nasional.

= Selain rencana aksi penyelenggaraan |G nasional, terdapat penyelenggaraan IG di luar rencana aksi
penyelenggaraan IG nasional yang ketentuannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

= Beberapa materi/substansi yang terdapat pada PP PRERL S
(I} Instans: Pemenntah dan Pemenntah Dacrah dapat
Nomor 45 Tahun 2021 tentang _um3<m_m3mmm raan 1G mengusulkan penyelenggaraan 1G di luar rencana akss
oo - . syr lgv « a 0
harus dijabarkan dengan peraturan operasionalnya baik perpeltagicaat i nadional Jepada. kepais Dacen
. (2] Ketentuan mengenai pengusulan penyvelenggaraan IG
melalui rancangan peraturan kepala badan maupun di Juar rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan,

keputusan kepala badan.



Metode

—oTTTTTTS - . Disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

Metode Studi pustaka yang dilakukan untuk menelaah data
| o meo o sekunder berupa peraturan perundang-undangan
__ Yuridis atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil
| Normatif pengkajian, serta referensi lainnya yang dibutuhkan.
////,/ Dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus

TN o-- - . group discussion), dan rapat dengar pendapat.



Landasan Filosofis

= Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

= Demi menjaga kedaulatan negara, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, serta
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, pengambil keputusan
membutuhkan rangkaian informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
yang disajikan dalam bentuk Informasi Geospasial (1G).

= |G dapat diselenggarakan oleh beberapa pihak (Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
Setiap Orang) sehingga agar penyelenggaraannya tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya
guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu
pengaturan mengenai penyelenggaraan IG.



Landasan Sosiologis

= Perubahan dunia yang sangat dinamis mendorong peningkatan penggunaan dan pemanfaatan
Informasi Geospasial dalam berbagai sektor sebagai dasar pengambilan kebijakan dan
keputusan.

= Selama ini K/L menyelenggarakan pemetaan untuk kepentingan sektornya sendiri yang
menyebabkan peta tidak sinkron antara peta yang satu dan lainnya, serta terjadi duplikasi. Untuk
mengatasi hal tersebut, pemerintah telah merumuskan Kebijakan Satu Peta dan
menyelenggarakan IG melalui rencana aksi yang tercantum dalam Rencana Induk
Penyelenggaraan IG.

= Namun, tidak semua IG tercantum dalam rencana aksi penyelenggaraan IG nasional karena
seringkali ada kebutuhan IG yang bersifat mendadak karena kebijakan pembangunan nasional
yang membutuhkan atau terjadi kondisi yang mendesak sehingga membutuhkan IG yang
mutakhir. Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan IG di luar rencana aksi yang dilakukan
oleh K/L/P perlu diatur agar sesuai peruntukannya, tidak tumpang tindih satu sama lain, dan
sesuai urgensinya sehingga efektif dan efisien.



Landasan Yuridis

= Terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan
penerbitan Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan |G. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa

“ketentuan mengenai Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi diatur dengan
Peraturan Kepala Badan”.

= Selain itu, Rancangan Peraturan Kepala Badan ini terkait dengan peraturan perundang-undangan
lainnya yang terdiri dari:

1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. PerPres Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; dan

4.PerBIG Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BIG.



Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Kriteria usulan Penyelenggaraaan IG di Luar Rencana Aksi

Terwujudnya pedoman Penyelenggaraan IG Nasional.

teknis Pengusulan IG di 2. Pedoman untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Luar Rencana Aksi dalam proses pengajuan usulan penyelenggaraan IG di Luar

Penyelenggaraan IG Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Nasional. 3. Pedoman untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dalam Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan
IG Nasional.

4. Pedoman evaluasi Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi
Penyelenggaraan IG Nasional.



Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial

tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial
di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional



Substansi

— (1 02

Ketentuan Pelaksanaan
Umum Pengusulan

04 05 —

Evaluasi Penutup

03

Penyelenggaraan
IG di Luar Renaksi




BAS | KETENTUAN UMUM

Pazal 1: Define:

INfomasi Ceospasial yang selinpanya disingkat IG adaah DG yang sutah dolah sehinggs dapat dguraksn

1. Irform asi Gepspasial sabagal alst bavy dalam perumusan kebijakan pengambilin keputiusan, dan/aiau pelaksaraan kegiatan yang
i @ berhubungan dengan ruang kebumian
2 Irstansi Pemenetah  Irs1ans Pemenntah adalah kementzaan gan lembaga pemerntah nonkementenan
G

3. Pemevintah Daerah Femerintsh Daersh adaish kepala dasrah s2bsga unsur peryelenggars pemerimahan daersh yang memimpin
(=)  pelaksinean urutan pemenintahan yang menjadi kewenangan daerab ctoncm

—~—

Badan Intomnasi Geaspasal yang selangutrysa disebut Badan adaah Wmbaga pemerintah nonkementaran

4, Baden nfcrmas Geozpasial yang mempuny tugas, fungs, dan keasnangan yang membudangi urusan tertenty dalam hal ini bedang

frre wr penyelenggarzar nformasi Geospasial Dasar

)

Pasal 2

S Rencana Induk Ponyaknggaraan G dilsksanakan cloh Instansi Pemaratah dan Pamenntah Daerah secaen meryeluruh dan sricean dadam
A\.N kurun wakiv dan mileyah tertentu s=sum dengan pncritss kebwtubar pembarguran resiona

1 Rencana inauk Penyelenggaraan |G sdziah daftar program dan kegiatan panyelanggaraan IG yang akan

2 : " Rencana Aksi Pepelanggaraan IG Maxonal adaah daftar program dan kegatan penyakinggaraan G
"..p £ Mkﬁ. oa_d“ozﬂ ..:.B " yang ditetapkan oleh Kepsla Badan dan digunaiaan sebaga Jcuan dalam penyusunan rencana kera
e L . S = Instarsi Pemerintah dan Pemerintah Dasrah

N

7. Pejasat Fimainan Tinggi Madys Ly Pefabat Pimpinan Tinggi ?.a.wow.o o.Q&U: Pejanat Aimpinan Tinggi Madya yang melatsanakan w)as di
> bidang nicemas geospasial 1emar i (0 Sadan

rPTﬁ.m\,Iu;&-r.&:!mxﬂiuo_c&nnqﬁﬁa&ﬁnﬂgaggairvSB

Dalam manyalenagarakan IG, Instanci Pemannian dan Pemenntah Dasrah harus mergacu pada Rancara Aksi Paryclenggaraan |G Nasonal

—

N

- . Instansi Pemnanniah dan Pemerintah Dazrah dapat mengusulkan penyelengparasn |G ¢l kuar Rancans Aks:
(1] Pengusul can Pk yang Oitud . oy rogaraan IG Nasional

el

2} Kriteria Pengusidan Pengusulan penyel=nggaraan IG o luar Rencana Aksi Perpelenggarasn IG Nasonsl disksanakan dengan memperhatdan
=) Rencana Indok Peryslenggarasn /G tingkat uigensi dan tetersadaan anggaran

Pasal 3 )

.

Tinghat urgeng, terdin atas:

3, pelaksanzan pnoeitas resonalprogram strategs:

(3] Tingkat Lrgensi b. perintah peraturan perundarg-undangan: dsn/stsu

S
H . keadaan tactantu Qinrya yang memastikan aderya urgensi urtuk mervyelangganikan G




Rencana Aksi Penyelenggaraan I1G Nasional H

Kriteria Pengusulan Penyelenggaraan 16 di luar

Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional i

gaoﬁ?&a_goﬂa-:_ozum&:%awiczasrﬂtarvnaidx:_anggnamsaazn.m
melaiul rBpat koordinast nasional 1G

Penyelenggaraan rapat koordinasl nasional IG dikcordinasikan oleh Baclan dan kementerian yang
meny=lenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional

gobrmvoiuammnan:_naugta{ar!ﬁtum&uauaatl:vna.:ucataqn.ﬂb:u.ﬁ.mu
Pererintah dan Pemerintah Daerah

rlhzaﬁi aksi penyelénggaraan IG naslonal dievaluasi setiap tahun melalul rapat koordinasi nasional IG v

\|m Rencana Induk Penyelenggaraan .ou

pelaksanaan pooditas nasonay program strategs
-
pervvian paratulan perundang-undangan

keardaan huar asa
‘llm Tingkat Urgensi VJ\.M ﬁ keadaan konfli

keadaan tertentu lainnys yang memasthan
L adanya urgensi untuk merysisngganican IG ._L berans alam

ﬁ hasil rapat tes batas

_ Cf Lusr APBD



Pergusdan permpekenogaee 15 di luar Rencang Aty Perpetengparsan 16 Nesioned dlsksarwdoan melolun tshapan
Pasel 4 1 parmahonar

3 bhowsr ksl dan
n © penetapan
11} Syatet Permahcnzn Permaohiaonan CIBESIna s 0engan menguken st pengusulan penysienpgaraan 1 di luar Rencana Akl Penyeenggaraan G Nazonal kepads Capaly Sacan
el byl Segaboet Pimpiman Ting Maches

2
Suret porgusdan memust palng sediot:
Fagel % s latar H‘ksg
~| D SulpuTuatan
(___12) Substansi Surat Pergudan ¢ kokasl keciatan

& jangka makns pempsenggaraan 15 can
| wumber pembsrsen dan rencans ays

[Ty Kagiotan Veritdas  Venthow! Gilscsanakan dengan sieiaikan pearrariesaan surat pengusian terhadap Rencans Inouk Sempeienpaarann 15, tnga urgenel, dan ketersediaan anggaeen

-
12) Verificator dan Waktu Verthay L Venfkad diaksanstan cleh Pejabat Fimoinan Tngy Madys pailng lama £ idelaparn) Ha sejak parmohonan dingacakan lengiap

Dalam medaiosian veddiil, Nojabar Simpinan Tnggi Madya hirs rakbathan coand! cimginan tngg maded & Badin yang mevpuiyal tugad
{5} MENOCCrairakan paEncanaa, pembiiaan dan pandencalin 1Tartaden peograt, scniatial, dan dumibar daya di lisghunaan Eacoe

Selin polhatas sebagaamand Sunabsid pada ayed (31 Pt Bminan Tagg Madys degat ooty
£, KEMemzrion yarg Beryeengganian uruian pemerintaiin di Didang perencanazn Dambagunen NEsknd wrtuk uslen dy [nstans
[ H) Pelnaan Phak Beoered dalam Snffasl Powonatai can

Sl b bementenan yang maysenggeralan unsyt pamerintahen ¢ bdzny persncanzan pembenginan navonal dan kemsverdan yang

ﬁ mempelenogarskan urusan pereretanon dalam nagen Lrtuc umslan dan Perenrtah Dzenh

1) Peretapan  _ Berdasytian hasl venfitasi Seanat Firpinan Tnpd) Madys mensrbitian retorrencasy

13) Pelberan Phak Intemal dalam Verfliau

_BABRPENGUSAAN | Possi [
'

Fasal 7 Lﬁlﬁ. Waktu Pervlierian Bskomendasl  _ Fehomendas pabing fams 2 idusi Har saak kSuanmys hast venfices)
B Q)
H 3) Nmameaan Renetaoan | Rokomondasi cliamgakan kipada Kepala Bagan

N~
Bt mackan rekomendas,, Sepsls Baclen menesapten:
Pazal @ 3. pOrtLuce peryRlengaanaan IG diluar Rencana Aksl Penyclotqgaraan IG Nalonal atau
.law b usslan penyelenggarazn IG untuk dimasubbon dalam Rercana N Pergelenggaraen 13 Nasional

Gapala Badan Mmenyampaitan 2onetapan Kopana 6Tl FemennTan atau Pamanntan Dasrsh yang mengisulian pamaknggarsa 15 di lar Rancana Akl Penyelengaaraan 16 Nasiana! angan
tembuan
P3sald 3 menton yorg menpelenpparakan urusan perenntahan di MGang perEncanaan pemtangunan auony untk Instans Semarrtak sty
ST D et pang men o gaates wssan pemerintatan o) Daang parencaraan peraeguice Naconal dan et yasg eerehengoe s WLsan peene rtanan ddim sager witue Peeeentan
Doeran




ﬁ Latsr Bela v - Bendl gambarsn 0eal penysengoarsan G vang Ingn diaksanakan, gambacen taktual yand manact d3ar
¢ Belakang m dilsksanatanma peryekngdaraan IG5 dan penawaran yang diusutian untuk manyeknggarakan IG

1I.A Dgul.uﬂv.lu Berist 1G yang akan dihasilkan

\I.A Lowas: Kegatan v.l.s.- ) Bangi cakupan daeran dalam peryelenggaraan ¥G

Substans Surat Pengusulan
i Hu.'.mraioozgg VIIM. Berm alobat positf ks |G wlah dizelenggaraken

rlﬁ langka Wakty Penyelenggaraan IG v.lﬁm Berns wakiu pelacsarasn kegiatan penyeenggarsen G

Sumber Fembiaysan dan - Bers qenber anggaan yang dguakan dakim membiayal kagiatan peavelenggaraan IG dan total
Fencana Saya baya yang diperukan dsfam kegizton pemyelenggaraan 1G

yang melaksanakan tugas di bidang informasl geospaslal tematik
Tingg: Madya paling lama & (delapan) Har 3 _ _
seyak permohonan dinyatakan lengkap Ketentuan 8 (dzlapan) Harl mongacu paca pada asums| razo jumiah pegawai yarg dibutubkan can han kerja

Pejabat Pimpinan Tinggl Ma gimaksud adalah Paiabat Eselon | Badan Informas Geospasial
Verifikasi dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan v\ pinan Tinggl Madys vang s n ndor 0o
— ehektil dalan meroerifikasi selurnh surat paemohonen yang diusulkan dalam waktu yang bersamaan

Persetupaon peryelongan G d

luar Rencana Aks Penpelenggaraon 15 Bentuk rekomendasi berups surat keputusan
Berdasarkan rexomendasi, e N OIONM &
Ly Kepala Badan menetapkan Uadan Perpelenggiram 1G uituk :
E:ﬁ: —._l.u__ “.Fue va“v.-lu.“n: dimaskkan daam Rencana Aksi Bentuk rekomendasi basupa surat pembertahusn
Pimpinan Tinggi M. was 3»:2 t Penyslenggaraan IG Nasional A
qﬂg- as ')

Rekemendas: paling lama 2 [dua) Han sejak keluamya hasil verdikasi v




FORMAT
SURAT PENGUSULAN

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH

(tempat dan wakou pengieiman SREAL v e 2021
Nomor
Lampiran | ... Lembar
Perthal : Permchanan penyelenggaraan 1G di luar rencana aksi

Kepada

Yth. Kepala Badan Informast Geospasial
Jalan Raya Bogor KM, 46

Cibinong 16911

Dalam ranghka memenuhi .... (Iatar belakang) di ingkungan ... {nama instansi
pemerintah/pemerintah daerah|. dengan ini kami mengusulkan
penyelenggaraan IG di luar rencana aks: sebaga: berikut:

Output/ Luaran

Lokasi Kegiatan  : ...
Manfaat/Dampak :.......
Jangka Walktu

Sumber Blaya

Rencana Biaya

Demikian surat permohonan ini dibwat dan disampaikan untuk menjadi
bahan pertimbangan. Atas perhatian Bapak/1bu kami ucapkan terima kasth.

Hormat karni,
Pemohon

Nama lengkap dan tandatangan



PROSEDUR
PENGUSULAN
DAN VERIFIKASI

Keterangan:
* Surat pengusulan memuat paling sedikit:

1. latar belakang

2. output/keluaran

3. lokasi kegiatan

4. manfaat/dampak

5. jangka waktu penyelenggaraan |G

6. sumber pembiayaan dan rencana biaya

** paling lama 8 (delapan) Hari sejak
permohonan dinyatakan lengkap.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus
melibatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
di Badan yang mempunyai tugas

mengoordinasikan perencanaan, pembinaan

dan pengendalian terhadap program,

administrasi, dan sumber daya di lingkungan

Badan. (Sekretariat Utama)

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat

melibatkan:

* kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan nasional untuk

usulan dari Instansi Pemerintah.

* kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional dan
kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam negeri untuk

usulan dari Pemerintah Daerah.

*** paling lama 2 (dua) Hari sejak keluarnya
hasil verifikasi

Pengusul

(Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah)

Mengusulkan Penyelenggaraan IG

Surat Pengusulan Tertulis kepada Kepala BIG *

Surat Keputusan Persetujuan Penyelenggaraan
IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG
Nasional

Badan

Surat Pengusulan Tertulis kepada Kepala BIG
(melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya)

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melakukan
pemeriksaan (verifikasi) surat pengusulan **

Menerbitkan rekomendasi ***

Surat pemberitahuan usulan
penyelenggaraan IG untuk
dimasukkan dalam Rencana Aksi
Penyelenggaraan |G Nasional

Tidak . o
Disetujui

Ya

Surat Keputusan Persetujuan Penyelenggaraan
IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG
Nasional



Pasal 1 ¢ Gl . r G ) f naka: ' N persst ujuan
SAB I PENYELENG azal 10 = feryelenggaraan IG di luar Sencans Aty Penyelenggarasn IG Nasional dilsk=anakan sesuar dengen perzaty)
INFORMASI GEOSPASIAL DI LUAR pasal 11 Jempmlkanggarain (6 di kiar Sencana Ata Penysienggaraan IG Nasonal dielenggaratan sesusi dengan ketantusn peratursn asnundanc-undangan
RENCANA AKS| PENYELENGGARAAN -
INFORMAS! GEOSPASIAL NASIONAL . pashl 2 nstars: Pemerntah dan Pemenntah Daerah menpebartuaskan hasd peryelenggaman 15 di luar Rencana Als Penyekenggaraan IC Nasional meldu
e =} 3TN 1G PASIOOS
Penyelenggaraan dilaksanakan sesuai ) Penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan

IG Nasional diselenggarakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

dengan persetujuan

Penyimpanan dan pengamanan IG di luar
Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Menyebarluaskan hasil penyelenggaraan IG
di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan |G
Nasional melalui jaringan |G Nasional




(1) Pelskeang Evaluasi Pgyabat Pimpinan Tinggl Madya melakeanatan evakixs peryelenggarasn |G di luar Rercana Akst Sermpelerggaraan 1G Nasanal

~

BABIVEVALUAST Pasal _.»th! (2) Pelaksanaan Evakuzsi . Evaluasi dilaksanasean paling lambat pada bulan Desember 13hun beraian

- p { - -

r (3) Penyampaian Hasd Evaluasi Hasi evalussi cisampaikan kepada Kepaa Sadan

Laporan kemajuan (progres)
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya penyelenggaraan
melaksanakan evaluasi penyelenggaraan |G
di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG

Nasional Laporan kesesuaian output
dengan standar yang berlaku

Penyampaian Hasil Evaluasi kepada Kepala
Badan

BAB VPENUTUR Pasal 14 Peraturan Badsn ini mulei berlaku pads tanggal diundangkan.

o



